
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 

2022 

 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 i 

 

 

 

   
DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ i 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. ii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ 1 

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................... 3 

BAB I   PENDAHULUAN ..................................................................................................... 5 

A. LATAR BELAKANG ................................................................................................. 5 

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI ............................................................. 6 

BAB II   PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................... 14 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 .......................................................... 14 

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .......................................................................... 15 

C. PERJANJIAN KINERJA 2022 ................................................................................... 17 

BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 18 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 ............................................................................ 18 

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 .................................................................... 42 

BAB  IV   PENUTUP  ........................................................................................................... 44 

A. KESIMPULAN ......................................................................................................... 44 

B. SARAN ................................................................................................................... 44 

LAMPIRAN ........................................................................................................................ 45 

 

  



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 ii 

 

 

 

   
DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel Keterangan Hal. 

1 Sasaran Strategis 15 

2 Rencana Kinerja Tahun 2022 15 

3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 16 

4 Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding 19 

5 Rekapitulasi Jumlah Perkara yang mengajukan Kasasi 2022 20 

6 Sisa Perkara Th. 2022 yang diselesaikan di Th. 2023 21 

7 Jumlah Perkara yang Diputus tepat waktu sebagi Tingkat Banding 22 

8 Sasaran Strategis 1 22 

8.1 Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu di Tahun  

 2020 s/d 2022 31 

8.2 Rekapitulasi Perkara yang mengajukan Kasasi tahun 2022 31 

8.3 Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  

 Di Tahun 2020 s/d 2022 32 

9  Sasaran Strategis 2 33 

9.1 Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak /  

 pengadilan pengaju tepat waktu di Tahun 2020 s/d 2022 35 

10  Sasaran Strategis 3 35 

10.1  Capaian Persentase Pembinaan ke daerah di Tahun 2020 s/d 2022 38 

11  Sasaran Strategis 4 38 

11.1 Capaian Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Th. 2020 s/d 2022 39 

11.2 Capaian Persentase Pengawasan Th. 2020 s/d 2022 39 

12 Realisasi Anggaran DIPA 01 Th. 2020 s/d 2022 42 

13 Realisasi Anggaran DIPA 05 Th. 2020 s/d 2022 43 

14 Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 43 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 iii 

 

 

 

   
DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar Keterangan Hal. 

1 Penyelesaian Perkara tingkat Banding tepat waktu 23 

2 Capture Hasil Survey IKM 2022 di website PTTUN Surabaya 33 

3 Bukti Pengiriman salinan putusan secara digital di Aplikasi SIPP 34 

4 Foto Salah satu Kegiatan Pembinaan tahun 2022 37 

5 Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan 38 

6 Foto Salah satu Kegiatan Pengawasan tahun 2022 18 

 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 1 

 

 

   
KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

tahun 2022 ini. 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan salah satu pelaksana 

Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, 

dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 

tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi daerah hukum Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan amanat 

yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 14, 27 dan 30 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh 

karenanya pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini 

disebabkan oleh karena dari ketiga hal tersebut akan dapat diperoleh informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing instansi pemerintah pada 

tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan 

kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan 

LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu 

dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. 
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Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya 

ringan, transparan serta akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya. 

 

Surabaya, 17 Februari 2023 
Ketua 

 

 
 

Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. 
NIP. 19571011 198503 1 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan 

laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 

Anggaran 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam 

rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sebagai 

berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

3. Permen PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah. 

4. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk melaporkan 

“Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2022 yang dibandingkan dengan 

“Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada “Rencana 

Strategis” (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 – 2024. 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan 4 (empat) sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya, yaitu : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 
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2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Peningkatan kualitas SDM. 

4. Peningkatan kualitas Pengawasan. 

Pencapaian hasil kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam kurun 

waktu tahun 2022 telah berusaha memenuhi / mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang 

pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi 

dan pencapaian target, dengan terlebih dahulu merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan pencapaiannya. 

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat 

diilustrasikan dalam tabel berikut : 

Sasaran Strategis I 

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 

90% 100% 111,11% 

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum Kasasi 

45% 55,84% 124,09% 

c. Indeks persepsi stakeholder yang puas 
terhadap layanan peradilan 

80% 88,48% 110,6% 

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I 115,27% 

 

Sasaran Strategis II 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase salinan putusan yang dikirim 
kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat 
waktu 

90% 100% 111,11% 

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II 111,11% 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa : 

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa 

perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. 

“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung” 

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan 

Peradilan Satu Atap. 

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

disebutkan bahwa : 

“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan 

diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-

masing” 

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
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Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai 

pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah 

menetapkan Renstra 5 (lima) tahunan Tahun 2020 – 2024. 

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja 

Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya Tahun 2022 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu 

perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun yang akan 

datang. 

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka 

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Kedudukan 

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, 

perselisihan/sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga 

masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan 

nasional yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 
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Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan 

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang 

berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau Badan Hukum Perdata 

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

• Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama dan eksekusi; 

• Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

• Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, 

Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan 

Anggaran); 

• Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan 

pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset/penelitian; 

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat kekhususan, dimana 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan 

bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disamping sebagai Pengadilan 

Tingkat Banding juga bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk 

perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 48. 

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara menyatakan : 
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(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang 

oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, 

maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi 

dan / administrasi yang tersedia. 

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika 

seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. 

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara menyatakan : 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 1993 adalah merupakan 

Pengadilan Tingkat Banding. 

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, meliputi daerah propinsi Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, 

memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan 

Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha 

Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu 

dari : 

• Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 

• Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

• Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

• Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 
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• Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 

• Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan 

untuk menyelesaikan : 

• Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di 

daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir; 

• Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama 

(Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara); 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

• Memberikan pelayanan tehnis yustisial bagi perkara banding; 

• Memberikan pelayanan di bidang admnistrasi perkara banding dan 

administrasi peradilan lainnya; 

• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 

Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; 

• Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan 

Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan 

seksama dan sewajarnya; 

• Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, 

Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran); 

• Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan 

pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian. 

Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para 

pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dalam 

melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), 

yang telah dievaluasi pada tanggal 14 Januari 2017 seiring dengan diterimanya 
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Sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

pada tanggal 29 Mei 2017. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memuat antara lain sebagai berikut : 

• Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja; 

• Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja 

dari setiap posisi; 

• Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk 

mengambil keputusan; 

• Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab 

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 

• Tersedianya system pengelolaan organisasi; 

• Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang 

dibangun. 

Tidak kalah penting dari diterimanya Sertifikasi ISO 9001:2015, adalah hasil 

penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 31 

Agustus s/d 02 September 2022 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim 

Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2022, maka 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai “A (Exellent)”. 

Untuk saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta 

seluruh wilayah hukumnya sedang berjuang membangun komitmen bersama 

untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi 

menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi 

salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. 

 

3. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 

tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibantu oleh Wakil 

Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim Tinggi dan Panitera/Sekretaris. 

Seiring dengan terjadinya perubahan struktur di Mahkamah Agung RI yang 

ditandai adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, hal 

itu juga berlaku pada badan peradilan di empat lingkungan peradilan dengan adanya 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, adalah sebagai berikut : 

1) Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari seorang 

Ketua dan seorang Wakil Ketua; 

2) Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman; 

3) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh 

seorang Panitera; 

4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera 

Muda yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum, disamping itu juga 

dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti; 

5) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh 

seorang Sekretaris; 

6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala 

Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Perencanaan 

dan Kepegawaian; 
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7) Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian 

yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian 

Keuangan dan Pelaporan; 

8) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala 

Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala 

Sub Bagian Kepegawaian dan Tehnologi Informasi; 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, seperti 

tergambar di bawah ini : 

KETUA 

WAKIL KETUA 

 

MAJELIS HAKIM 

 

PANITERA  SEKRETARIS 

 

 

PANMUD 

PERKARA 
 

PANMUD 

HUKUM 
 

KABAG 

UMUM 

DAN 

KEUANGAN 

 KABAG 

PERENCANAAN 

DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 

Kelompok 

Fungsional 

Kepaniteraan 

 Kelompok 

Fungsional 

Kejurusitaan 

 

 

KASUBAG 

KEUANGAN 

DAN 

PELAPORAN 

 KASUBAG TATA 

USAHA DAN 

RUMAH 

TANGGA 

 KASUBAG 

RENCANA 

PROGRAM 

DAN 

ANGGARAN 

 KASUBAG 

KEPEGAWAIAN 

DAN TI 

Analis 

Kepegawaian 

Pertama 
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Keterangan : 

  = Garis Komando / Perintah (Administrasi/Manajemen Peradilan) 

  = Garis Koordinasi (Tehnis Peradilan)  

4. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya dalam tahun 2022. Capaian kinerja (performance result) 

2022 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2022 

sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja ini akan dapat mengidentifkasi sejumlah celah kinerja (performance 

gap) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.  

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya disusun sebagai berikut :  

Bab I  :  Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi 

yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan 

permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan 

sistematika penyajian ;  

Bab II  : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja 

yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ; 

Bab III  : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, 

realisasi anggaran tahun 2022;  

Bab IV  : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh 

untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.  
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 
 
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2020 – 2024 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan 

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-

undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 

2020 – 2024. 

V i s i   adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya. Adapun Visi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

adalah : 

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung” 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, 

menetapkan M i s i  yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan; 

2. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat; 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan menejemen peradilan yang efektif dan efisien; 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, 

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar 

dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap 

tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) 

yang terukur. 

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 

2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut : 

 

Tabel 1 
Sasaran Strategis 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya Peradilan 

yang Pasti, Transparan 

dan Akuntabel 

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum Kasasi 

c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap 
layanan peradilan 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada 
para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu 

3. Peningkatan kualitas SDM Persentase Pembinaan ke daerah 

4. Peningkatan kualitas 

Pengawasan 

a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti 
b. Persentase Pengawasan ke daerah 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

di tahun 2022 sebagai berikut : 
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Tabel 2 
Rencana Kinerja Tahun 2022 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET 

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

90% 

  b. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Kasasi 

 

45% 

  c. Index persepsi stakeholder 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

80% 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Persentase salinan putusan 
yang dikirim kepada para 
pihak / pengadilan pengaju 
tepat waktu 

90% 

3. Peningkatan Kualitas SDM Persentase Pembinaan ke 

daerah 

100% 

4. Peningkatan kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti 

100% 

  

 

b. Persentase Pengawasan 
ke daerah 

100% 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 2022 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar 

penilaian keberhasilan / kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

sebagai berikut : 
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Tabel 3 
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

90% 

b. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Kasasi 

45% 

c. Index persepsi stakeholder yang 
puas terhadap laynan peradilan 

80% 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti 
  

90% 

3. Peningkatan Kualitas 

SDM 

Persentase Pembinaan ke daerah 100% 

4. Peningkatan Kualitas 

Pengawasan 

a. Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

100% 

b. Persentase Pengawasan ke daerah 100% 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode 

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme 

untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

menajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga 

terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum 

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat 

juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. 

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2022, maka perlu dijabarkan 

terlebih dahulu keadaan perkara dan penyelesaiannya, sebagai berikut : 

1. Keadaan Perkara 

a. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Pertama 

Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya 

empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana 

pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam 

hal timbul sengketa administrasi pemilu maka instansi yang berwenang 

menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Dengan dibatalkannya pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Thn. 2008 

tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-

Undang Nomor 48 Thn. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penanganan 

sengketa Pilkada cukup dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama nya. 

Selama tahun 2022, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak 

menerima permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, sehingga tidak ada 

laporan yang dapat disajikan mengenai keadaan perkara tingkat pertama. Hal 

ini disebabkan tidak ada Pemilukada di tahun 2022 ini. 

b. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding 

Pada tahun 2022, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya sejumlah 196 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 

2021 yang belum diselesaikan sejumlah 15 Perkara, sehingga beban perkara 

yang harus diselesaikan di tahun 2022 adalah sejumlah 211 Perkara. 

Dari keseluruhan perkara di tahun 2022 sejumlah 211 Perkara, telah 

diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya sejumlah 197 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum 

diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 Perkara. 

Berikut dapat digambarkan keadaan perkara tingkat banding di tahun 

2022 dalam matriks tabel di bawah ini : 

Tabel 4 
Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding 

No Klasifikasi Sisa 
di 

Th. 
2021 

Masuk 
di Th. 
2022 

Jumlah 
Beban 

Putus 
di Th. 
2022 

Sisa 
di Th. 
2022 

1 Pertanahan  5 82 87 79 8 

2 Kepegawaian 1 10 11 11 0 

3 Perijinan 0 5 5 5 0 

4 Lingkungan Hidup 0 2 2 2 0 

5 Tender 0 4 4 4 0 

6 Badan Hukum Parpol 0 0 0 0 0 

7 Kades dan Perangakat 
Desa 

0 2 2 0 2 

8 Kepala Daerah 0 0 0 0 0 

9 Proses Pemilu 0 0 0 0 0 

10 PAW 0 0 0 0 0 
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11 Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 

12 KIP 0 0 0 0 0 

13 Pengadaan Tanah 0 0 0 0 0 

14 Fiktif Positif 0 0 0 0 0 

15 Penyalagunaan 
wewenang 

0 0 0 0 0 

16 Tindakan 
Administrasi 
Pemerintahan 

0 2 2 0 2 

17 Lelang 0 6 6 6 0 

18 Lain Lain 9 83 92 90 2 

 Jumlah 15 196 211 197 14 

 

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi  

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang 

dimohonkan untuk diselesaikan di tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung RI di 

tahun 2022 ini, adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai Tingkat Pertama 

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama untuk penyelesaian perkara Pilkada di tahun 

2022 tidak ada perkara Pilkada yang masuk dikarenakan tidak adanya 

Pemilukada di tahun 2022, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan. 

2) Sebagai Tingkat Banding 

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai 

Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah 

hukumnya, dapat digambarkan dalam matriks berikut ini : 

 
Tabel 5 

Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2022 

No. Satuan Kerja Jumlah 

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 42 

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 12 

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 0 

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 8 

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 9 

6. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 16 

 Jumlah Total 87 
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2. Penyelesaian Perkara 

a. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus 

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari keseluruhan perkara di tahun 

2022 sejumlah 211 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 197 Perkara, sehingga 

sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah 

sejumlah 14 Perkara. 

Tabel 6 
Sisa Perkara Th. 2022 yang Diselesaikan di Th. 2023 

No. NOMOR PERKARA 
TINGKAT BANDING  

NOMOR PERKARA       
TINGKAT  PERTAMA 

NO. 
PERKARA 

KASASI / TGL 
PERMOHON
AN KASASI 

NO. 
PERKARA        
PK / TGL 
PERMOH
ONAN PK 

KETERANGAN 

1. 172/B/2022/PTTUN.SBY 32/G/2022/PTUN.SMG - - Pertanahan 

2. 184/B/2022/PTTUN.SBY 93/G/2022/PTUN.SBY - - Lain-lain 

3. 185/B/2022/PTTUN.SBY 91/G/2022/PTUN.SBY - - Pertanahan 

4. 186/B/2022/PTTUN.SBY 40/G/2022/PTUN.SMG - - Pertanahan 

5. 187/B/2022/PTTUN.SBY 84/G/2022/PTUN.SBY - - Pertanahan 

6. 188/B/2022/PTTUN.SBY 109/G/2022/PTUN.SBY - - Kades dan 
Perangkat 

Desa 

7. 189/TF/2022/PTTUN.SBY 68/G/TF/2022/PTUN.SBY - - Tindakan 
Administrasi 

pemerintahan 

8. 190/B/2022/PTTUN.SBY 90/G/2022/PTUN.SBY - - Lain lain 

9. 191/B/2022/PTTUN.SBY 31/G/2022/PTUN.MTR - - Pertanahan 

10. 192/B/2022/PTTUN.SBY 6/G/2022/PTUN.KPG - - Pertanahan 

11. 193/TF/2022/PTTUN.SBY 8/G/TF/2022/PTUN.YK - - Tindakan 
Administrasi 

pemerintahan 

12. 194/B/2022/PTTUN.SBY 95/G/2022/PTUN.SBY - - Kades dan 
Perangkat 

Desa 

13. 195/B/2022/PTTUN.SBY 100/G/2022/PTUN.SBY - - Pertanahan 

14. 196/B/2022/PTTUN.SBY 50/G/2022/PTUN.SBY - - Pertanahan 

 

b. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu 

Dari keseluruhan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tahun 2022, telah diselesaikan dan 

diputus tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Tabel 7 
Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu sebagai Tingkat Banding 

No Wil. Pengadilan 
Tinggi 

Rentang Waktu Memutus Ket 

1-3 
Bulan 

3-6 
Bulan 

6-12 
Bulan 

>12 
Bulan 

1 Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara 
Surabaya 

√ -- -- -- Perkara yang 
diputus 
sejumlah 197 
perkara 

 

c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  

Dari keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai 

Tingkat Banding dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut : 

• Perkara yang diputus di tingkat banding sejumlah 197 Perkara; 

• Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 87 Perkara; 

• Jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 110 

Perkara; 

Dari keadaan perkara dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya tersebut jika dihubungkan dengan Sasaran Strategis berikut 

indikatornya maka akan diketahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya dalam menjalankan fungsi peradilan pada tahun 2022. Hal ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

 
Tabel 8 

Sasaran Strategis 1 

Sasaran Strategis 1 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 
Tepat Waktu 

90% 100% 111,11% 

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi 

45% 55,84% 124,09% 

c. Index perepsi stakeholder yang puas 
terhadap layanan peradilan 

80% 88,48% 110,6% 

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 115,27% 
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a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang 

Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan antara Jumlah Perkara Yang 

Diselesaikan Tahun Berjalan dengan Jumlah Perkara Yang Ada. 

Sebagai Tingkat Pertama : 

Selama tahun 2022 tidak ada kegiatan Pemilukada, sehingga secara otomatis 

tidak ada perkara Pilkada yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya. 

Sebagai Tingkat Banding : 

Secara keseluruhan jumlah perkara banding yang masuk di tahun 2022 adalah 

sejumlah 196 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 15 perkara, 

sehingga menjadi sejumlah 211 perkara. 

Dari 211 perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan sejumlah 197 perkara 

termasuk didalamnya sisa perkara tahun 2021, sedangkan sisa perkara yang 

belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 perkara. 

Berikut tampilan hasil rekapitulasi dari Aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) yang menunjukkan bahwa seluruh perkara banding 

sejumlah 197 perkara telah diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tidak melebihi batas waktu 3 bulan. 

Gambar 1 
Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Tepat Waktu 

(Rekapitulasi) 
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Dari uraian dan gambar diatas dapat dilakukan perhitungan pencapaian kinerja 

untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebagai 

berikut : 

𝟏𝟗𝟕 (𝑗𝑚𝑙. 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢)

𝟏𝟗𝟕 (𝑗𝑚𝑙. 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛)
𝑥100% = 𝟏𝟎𝟎% 
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Berdasarkan perhitungan diatas maka target untuk pengukuran indikator 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% telah 

tercapai, sehingga capaian untuk kinerja indikator ini sebesar 111,11%. 

 
Tabel 8.1 

Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 
di Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Jenis 
Perkara 

Perkara 
Yang 

Diselesaikan 

Target Realisasi Capaian 

1. 2020 TUN 265 100% 100% 100% 

2. 2021 TUN 248 100% 100% 100% 

3. 2022 TUN 197 90% 100% 111,11% 

 

 

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  

Pada indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi, pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. 

Berdasarkan data dari tingkat pertama di seluruh wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selama tahun 2022 perkara yang 

mengajukan upaya hukum, tergambar dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 8.2 
Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2022 

No Satuan Kerja Jumlah 

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 42 

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 12 

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 0 

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 8 

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 9 

6. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 16 

 Jumlah Total 87 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkara yang mengajukan Kasasi sebanyak 87 

perkara. 

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di 

tahun 2022 sebanyak 197 perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi sebanyak 110 perkara. 
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Jika dilakukan pengukuran terhadap indikator Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dapat dijabarkan sebagai berikut : 

𝟏𝟏𝟎

𝟏𝟗𝟕
𝑥100% = 𝟓𝟓, 𝟖𝟒% 

Dari pengukuran diatas, didapat sejumlah 55,84% untuk realisasi indikator ini, 

sehingga jika dihitung capaian dari indikator ini adalah sebesar 124,09%. 

Jumlah sebesar 55,84% jika dibandingkan dengan target 45% tentunya 

melebihi mencapai target yang diharapkan, namun demikian indikator ini perlu 

dikaji ulang, karena pengajuan upaya hukum Kasasi maupun PK oleh pihak 

yang berperkara tentunya berkaitan dengan kepuasan para pihak atas putusan 

yang dihasilkan oleh Pengadilan. Kepuasan para pihak tentunya berkaitan 

dengan rasa keadilan atas hasil putusan yang diterima, karena para pihak 

berhak merasa tidak puas dan tidak adil atas  putusan Pengadilan. Untuk bisa 

menakar adil atau tidaknya suatu putusan, tentunya butuh kajian mendalam 

mengenai materi perkaranya, dan hal ini butuh waktu yang panjang. 

Oleh karena itu, capaian indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebesar 

62,94% tidak serta merta mengindikasikan kinerja yang buruk atau baik dalam 

memutus dan menyelesaikan perkara. 

Tabel 8.3 
Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di 

Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Jenis 
Perkara 

Perkara Yang 
Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

Target Realisasi Capaian 

1. 2020 TUN 101 80% 38,11% 47,63% 

2. 2021 TUN 137 80% 55,24% 69,05% 

3. 2022 TUN 124 45% 55,84% 124,09% 

 

c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan 

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang 

ditayangkan di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk 

periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebagaimana tabel 

berikut : 
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No. Periode Nilai IKM Keterangan 

1 Januari – Maret 2022 90,00% Triwulan I 

2 April – Juni 2022 89,75% Triwulan II 

3 Juli– September 2022 89,75% Triwulan III 

4 Oktober – Desember 2022 84,44% Triwulan IV 

 Rata-rata pertriwulan 88,48%  

 

Gambar 2 

Capture di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

 

 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Tabel 9 
Sasaran Strategis 2 

Sasaran Strategis 2 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase Salinan Putusan Yang 
Dikirim kepada para pihak / 
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

90% 100% 111,11% 

a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim kepada para pihak/Pengadilan 

Pengaju Tepat Waktu 

Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Tingkat Banding Yang Dikirim Tepat 

Waktu dengan Jumlah Putusan adalah cara pengukuran indikator ini. 
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Dari keseluruhan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya pada tahun 2022 sejumlah 197 perkara telah dikirim ke 

Pengadilan Pengaju secara tepat waktu. Pengukuran indikator ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

𝟏𝟗𝟕

𝟏𝟗𝟕
𝑥100% = 𝟏𝟎𝟎% 

Berdasarkan pengukuran diatas target 100% untuk indikator Persentase 

Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu telah 

tercapai. 

Dengan diberlakukannya E-Court, pengiriman dilakukan secara digital melalui 

Aplikasi SIPP. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini membantu mempercepat 

penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Pengaju sehingga tepat waktu. 

Berikut bukti Screenshoot pengiriman salianan putusan ke Pengadilan Pengaju 

melalui Aplikasi SIPP : 

 
Gambar 3 

Bukti Pengiriman Salinan Putusan Secara Digital di Aplikasi SIPP 

Dari salah satu bukti gambar diatas, setelah perkara putus hingga diminutasi 

dengan tidak melebihi waktu 3 bulan penyelesaian perkara sesuai surat SEMA 

No. 2 Tahun 2014, maka berkas perkara langsung dikirim ke pengadilan 

pengaju. Untuk itu, target indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim 

Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu sebesar 100% telah terpenuhi untuk 

keseluruhan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di 
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tahun 2022 sejumlah 197 perkara (100%). Sehingga capaian untuk indikator ini 

adalah sebesar 100%. 

 
Tabel 9.1 

Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju 
Tepat Waktu di Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Jenis 
Perkara 

Salinan Putusan 
Yang Dikirim 

Tepat Waktu Ke 
Pengadilan 

Pengaju 

Target Realisasi Capaian 

1. 2020 TUN 265 100% 100% 100% 

2. 2021 TUN 248 100% 100% 100% 

3. 2022 TUN 197 90% 100% 111,11% 

 

 

Sasaran Strategis 3 dan 4 yaitu Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan 

Kualitas Pengawasan merupakan sasaran strategis tambahan yang menjadi prioritas 

untuk ditetapkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selain Sasaran 

Strategis point 1 dan 2 yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

: 933/SEK/OT.01.3/10/2017  tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan 

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun uraiannya adalah sebagai 

berikut : 

 

3. Peningkatan Kualitas SDM 

Tabel 10 
Sasaran Strategis 3 

Sasaran Strategis 3 

Peningkatan Kualitas SDM 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

• Persentase Pembinaan ke Daerah 100% 100% 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja 100% 

• Persentase Pembinaan ke Daerah 

Pengukuran indikator Persentase Pembinaan ke Daerah adalah terlaksananya 

Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke satuan kerja 

di wilayah hukumnya. 
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Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, 

dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh 

aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, 

Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi 

pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan 

terhadap beberapa kekurangan dan penyimpangan yang terjadi. 

Pembinaan secara informal baik melalui media social seperti grup WhatsApp, 

juga dilakukan oleh pimpinan dan tiap-tiap bagian di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya ke seluruh satker di daerah terkait sosialisasi peraturan 

maupun kebijakan pimpinan dan Mahkamah Agung RI. 

Untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satuan kerja di daerah, dengan rincian 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                                 

Nomor : W3-TUN/613/PS.03/4/2022 tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan 

pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang dilaksanakan 

pada tanggal 18 s/d 20 April 2022; 

2. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                               

Nomor : W3-TUN/613/PS.03/4/2022 tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan 

pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang dilaksanakan 

pada tanggal 20 s/d 22 April 2022; 

3. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                                           

Nomor : W3-TUN/601/PS.03/4/2022 tanggal 8 April 2022 telah dilaksanakan 

pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang dilaksanakan 

pada tanggal 26 s/d 28 April 2022; 

4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                                

Nomor : W3-TUN/764/PS.03/5/2022 tanggal 12 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang dilaksanakan pada 

tanggal 23 s/d 25 Mei 2022; 

5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                                

Nomor : W3-TUN/779/PS.03/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 telah dilaksanakan 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 37 

 

pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang dilaksanakan 

pada tanggal 6 s/d 8 Juni 2022; 

6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                                

Nomor : W3-TUN/945/PS.03/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 telah 

dilaksanakan pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang 

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2022; 

 

Gambar 4 
Foto Salah Satu Kegiatan Pembinaan di Tahun 2022 
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Tabel 10.1 

Capaian Persentase Pembinaan ke Daerah di Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Uraian Kegiatan Target Realisasi Capaian 

1. 2020 Pembinaan ke Satker 
Daerah 

100% 100% 100% 

2. 2021 Pembinaan ke Satker 
Daerah 

100% 100% 100% 

3. 2022 Pembinaan ke Satker 
Daerah 

100% 100% 100% 

 

4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 

Tabel 11 
Sasaran Strategis 4 

Sasaran Strategis 4 

Peningkatan Kualitas Pengawasan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase Pengaduan Yang 
Ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

b. Persentase Pengawasan ke Daerah 100% 100% 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja 100% 

a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

Untuk indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti ini, 

pengukurannya didasarkan pada terlaksananya tindak lanjut pengaduan yang 

masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 

Selama tahun 2022, tidak ada laporan pengaduan yang masuk atau diterima 

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana tergambar 

dalam laporan di bawah ini : 

Gambar 5 
Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 39 

 

 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) pengaduan yang masuk ke 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan sudah ditindaklanjuti. 

Dengan demikian, capaian untuk indikator Persentase Pengaduan Yang 

Ditindaklanjuti telah terpenuhi sebesar 100%. 

Tabel 11.1 
Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Uraian Kegiatan Target Realisasi Capaian 

1. 2020 Pengaduan Yang 
Ditindaklanjuti 

100% NIHIL 100% 

2. 2021 Pengaduan Yang 
Ditindaklanjuti 

100% NIHIL 100% 

3. 2022 Pengaduan Yang 
Ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

 

b. Persentase Pengawasan ke Daerah 

Untuk indikator Persentase Pengawasan ke Daerah, pengukuran capaiannya 

didasarkan pada terlaksananya kegiatan Pengawasan ke satker se wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 

Untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Pengawasan Kesekretariatan maupun 

Kepaniteraan oleh Hakim Pengawas Daerah telah dilaksanakan dengan baik. 

Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut : 

Pengawasan Bidang Kepaniteraan : 

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                         

Nomor : W3-TUN/799/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang dilaksanakan 

pada tanggal 8 s/d 10 Juni 2022; 

2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                         

Nomor : W3-TUN/800/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang dilaksanakan 

pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022; 

3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                               

Nomor : W3-TUN/803/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang dilaksanakan 

pada tanggal 29 s/d 01 Juli 2022; 
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4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                        

Nomor : W3-TUN/801/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang dilaksanakan 

pada tanggal 7 s/d 8 Juli 2022; 

5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                           

Nomor : W3-TUN/802/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang dilaksanakan 

pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2022; 

6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya                                           

Nomor : W3-TUN/804/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan 

pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang dilaksanakan 

pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2022; 

Pengawasan Bidang Kesekretariatan : 

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Nomor : W3-TUN/816/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah 

dilaksanakan pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang 

dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 Juni 2022; 

2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Nomor : W3-TUN/814/PS.04/6/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah 

dilaksanakan pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, 

yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Juni 2022;  

3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Nomor : W3-TUN/815/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah 

dilaksanakan pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 

yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022; 

4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Nomor : W3-TUN/1019/PS.04/6/2022 tanggal 28 Juni 2022 telah 

dilaksanakan pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s/d 1 Juli 2022; 

5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Nomor : W3-TUN/811/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah 

dilaksanakan pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, 

yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 08 Juli 2022; 
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6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Nomor : W3-TUN/812/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah 

dilaksanakan pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, 

yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2022; 

Dari uraian diatas, maka capaian untuk indikator Persentase Pengawasan ke 

Daerah telah terpenuhi sebesar 100% sesuai yang ditargetkan. 

 

Gambar 6 
Salah Satu Foto Kegiatan Pengawasan di Tahun 2022 

 
 

 

 

Tabel 11.2 
Capaian Persentase Pengawasan Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Uraian Kegiatan Target Realisasi Capaian 

1. 2020 Pengawasan ke Daerah 100% 100% 100% 

2. 2021 Pengawasan ke Daerah 100% 100% 100% 

3. 2022 Pengawasan ke Daerah 100% 100% 100% 
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber 

dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja 

Barang dan Belanja Modal. 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh 2 (dua) DIPA, dengan 

rincian realisasi anggaran sebagai berikut : 

1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2022 TGL. 17 NOVEMBER 2021 

Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tahun 

anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 17.526.470.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus 

dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan realisasi 

anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2022 

tercatat sebesar Rp. 17.383.029.356,- (Tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh 

tiga juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 

99,18%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2022 mengalami 

peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di bawah ini : 

 
Tabel 12 

Realisasi Anggaran DIPA 01 Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

1 2020 13.757.241.000,- 13.443.184.103,- 97,89 

2 2021 16.301.159.000,- 15.953.185.348,- 97,87 

3 2022 17.526.470.000,- 17.383.029.356,- 99,18 

 

2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2022 TGL. 17 NOVEMBER 2021 

Anggaran DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tahun 

2022 adalah sebesar Rp. 240.379.000,- (Dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh 

puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 227.721.670,- 

(Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh 

puluh rupiah) atau sebesar 94,73%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

persentase realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada 
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tahun 2021 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di 

bawah ini : 

 
Tabel 13 

Realisasi Anggaran DIPA 05 Th. 2020 s/d 2022 

No Tahun Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

1 2020 250.441.000,- 210.128.808,- 83,90 

2 2021 297.000.000,- 249.610.000,- 84,04 

3 2022 240.379.000,- 227.721.670,- 94,73 

 

Dari realisasi kedua DIPA tersebut diatas merupakan biaya untuk mencapai sasaran 

kinerja dengan rincian sebagai berikut : 

 
Tabel 14 

Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan Yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

240.379.000,- 227.721.670,- 94,73 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

240.379.000,- 227.721.670,- 94,73 
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BAB IV PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Surabaya yang telah disusun ini, merupakan perwujudan akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Laporan ini memberikan informasi Pencapaian Kinerja selama tahun 2022 dibandingkan 

dengan Rencana Kerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan 

mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 

Hal ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

B. SARAN 

1. Diperlukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta 

peningkatan pelayanan terhadap para pencari keadilan agar terpenuhi kepuasan para 

pencari keadilan serta kemudahan dalam menjangkau badan peradilan; 

2. Sinergitas setiap unit dan bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

dalam usaha meningkatkan kinerja dan pelayanan internal dan eksternal; 

3. Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan 

tahun berikutnya; 

4. Perlu adanya evaluasi dalam pengukuran untuk indikator Persentase Perkara Yang 

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. 
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   LAMPIRAN 

 

 

1. Penghargaan 

2. Inovasi 

3. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP 

4. Reviu Indikator Kinerja Utama 

5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 
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PENGHARGAAN 

 

Penghargaan yang di peroleh tahun 2022 : 

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, predikat “A” (Excellent)  
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2. Peringkat 4 Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara dengan Jumlah Satker 

Peraih Anugerah Terbanyak 
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INOVASI 

 

Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya : 

1. Aplikasi SIRATUS (Sistem Informasi Perkara Putus) 

Aplikasi yang bertujuan memudahkan pencari keadilan memperoleh informasi data 

perkara yang telah diputus dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya (www.pttun-surabaya.go.id). 

 

 

 

 

http://www.pttun-surabaya.go.id/
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2. Aplikasi MasBro (Manajemen Surat Berbasis Online)  

Bentuk inovasi persuratan menggunakan perkembangan teknologi informasi berbasis 

aplikasi web, digunakan untuk mempermudah pelayanan kepada pengguna mulai dari 

Ketua, sampai ke end user yaitu para pelaksana bagian surat di sub bagian di 

kesekretariatan dan panitera muda pada bidang kepaniteraan. Inovasi MaSBrO ini 

mengurangi jumlah kertas yang dikonsumsi, karena mengurangi penggunaan buku 

agenda surat yang biasanya akan mudah terkena resiko rusak atau hilang. 
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3. Si Loby (Sistem Informasi Lobby) 

Inovasi penggunaan layanan penerimaan tamu sebagai fasilitas untuk mempermudah 

pendataan tamu yang datang ke kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

dan dikendalikan oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berada di 

lobby disambut dengan ramah dan didata dari mulai nama, domisili, poto tamu, kartu 

tanda pengenal untuk memudahkan pelacakan jika ada kepentingan lebih lanjut untuk 

mudah dihubungi Kembali. SiLOby ini juga merupakan teknologi paperless atau 

mengurangi jumlah konsumsi kertas di kantor, sehingga memberi kesan ramah 

lingkungan karena menghilangkan sampah kertas yang biasanya digunakan dalam 

pemakaian kertas atau buku. 
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PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

NOMOR : W3-TUN/ 241 /PR.01/2/2023 
 

T E N T A N G 
 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  

 
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan 
keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas; 

  b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan 
mampu untuk melaksanakan tugas ini; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 
 

Mengingat  : 1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang  Nomor 
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung; 

  2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi; 
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama; 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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M E M U T U S K A N 
 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA 
SURABAYA. 

 

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan susunan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
keputusan ini. 
 

KEDUA : Tim Penyusun menjalanakan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Surabaya. 
 

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan keputusan ini 
dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2023. 
 

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini 
dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 
Anggaran 2023. 
 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 
 

 
 

Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada Tanggal :  02 Februari 2023 
------------------------------------------------ 

Ketua 
 
 
 

Dr .ISTIWIBOWO, S.H., M.H. 
NIP . 19571011 198503 1 001 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI 

     TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
NOMOR  : W3-TUN/ 241 /PR.01/2/2023 
TANGGAL : 02 Februari 2023 

    ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

NO. JABATAN  NAMA 

1. Penanggung Jawab Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. 
NIP. 19571011 198503 1 001 
 
 

2. Koordinator Validasi Data Dr. DISIPLIN. F. MANAO, S.H., M.H. 
NIP. 19610712 198803 1 006 
 
 

3. Ketua  Drs. SAMPIRIN HADI S, S.H., M.H. 
NIP. 19611008 198503 1 006 
 
 

4. Sekretaris MOCH MUCHLIS, S.H. 
NIP. 19721003 200604 1 002 
 
 

5. Anggota    1. EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H. 
NIP. 19750907 200003 1 002 
 
 

   2. MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. 
NIP. 19640204 198603 1 005 
 
 

    3. OKI KAMESHWARA ISKANDAR, A.Md. S.H.,M.H. 
NIP. 19750422 200012 1 002 
 
 

4. JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H. M.H. 
NIP. 19700130 199303 2 002 
 
 

6. Tim Pereviu Laporan Kinerja  1. MARDIUS SEPTIADI, S.H. 
             NIP. 19720912 199203 1 001 
 

 

2. RINI SETIAWATI, S.E. 
             NIP. 19750929 200604 2 002 
 

3. SUBHAN JUFRI, A. Md., S.H. 
             NIP. 19760730 200003 1 001 

4. MAULANA BINTANG BAHARI, S.A.P. 
             19950527 201903 1 004 

 

   

                         Ketua 
 
 
 

Dr .ISTIWIBOWO, S.H., M.H. 
NIP . 19571011 198503 1 001 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI 

     TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
NOMOR  : W3-TUN/ 241 /PR.01/2/2023 
TANGGAL : 02 Februari 2023 

    ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

NO. JABATAN TUGAS 

1. Penanggung Jawab  Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya.  
 

2. Koordinator Validasi Data  Memvalidasi keabsahan data kinerja. 
 

3. Ketua  a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai 
dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja 
kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. 
 

4. Sekretaris  Mengkoordinasikan Teknis Penyusunaan Kinerja. 
 

5. Anggota  Mengukur kinerja, menyusunan laporan kinerja serta menganalisis 
indikator kinerja pada masing- masing Unit Eselon I.  
 

6. Tim Pereviu Laporan Kinerja  Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja 
telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. 
 

 
 

                           Ketua 
 
 
 

Dr .ISTIWIBOWO, S.H., M.H. 
NIP . 19571011 198503 1 001 
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SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

NOMOR : W3-TUN/312 /PR.01/1/2023 
 

T E N T A N G 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  

 
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

Menimbang  :  a.  Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 
dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator 
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengukur 
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan; 

  b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Surabaya. 

 
Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telat beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi; 
  6.   Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
  7.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024; 
  8.   Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 
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2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keoaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan; 

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama. 

 
Memperhatikan : 1.  SK Reviu Penetapan Indkator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 

173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan 
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia; 

  2.  Hasil rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator 
Kinerja Utama pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
MENETAPKAN :   KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA 

SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA. 

 
KESATU :  Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini 

merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan 
Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja. 

KEDUA :  Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan 
isu – isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Surabaya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan  
mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. 

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagiaman mestinya. 

   
  

 Ditetapkan di :  Surabaya 
 Pada Tanggal :  4 Januari 2023 
 ------------------------------------------------ 
 Ketua 
  
 
 
 
 Dr .ISTIWIBOWO, S.H., M.H. 
 NIP . 19571011 198503 1 001 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 57 

 

 Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 
 Nomor  : W3-TUN/312/PR.01/1/2023 
 Tanggal : 4 Januari 2023 

 
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
 

NO SASARAN KINERJA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1. Terwujudnya 
Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan 
dan Akuntabel 
 

a. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catatan : 

• SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada 4 (empat) lingkungan Peradilan 

• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka 

waktu penyelesaian pada SIPP 

• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang 

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 

2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan. 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

 

b. Persentase 
perkara 
yang Tidak 
Mengajuka
n Upaya 
Hukum 
Kasasi. 

 
                          

 

Catatan : 

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun 
berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada 
tahun berjalan. 

• Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 

 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

 Jumlah Perkara yang diselesaikan
 x 100% 

x 100% 
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

 Jumlah perkara yang diselesaikan
 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PT TUN SURABAYA TAHUN 2022 58 

 

c. Index persepsi 
stakeholder 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan. 

 
 
 

 
 

Catatan : 

• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 
≥ 80. 

• Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima 
layanan. 

Panitera dan 
Sekretaris 

Laporan 
Bulanan, 

Semesteran 
dan 

Tahunan 
 
 
 

 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara.  

 

Persentase 

Salinan 

Putusan yang 

dikirim ke para 

pihak/Pengadil

an Pengaju 

tepat waktu. 

 

 

 
Catatan: 
• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 

• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan 

yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. 

• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan. 

Panitera Laporan 
Bulanan  

dan  
Laporan 
Tahunan 

 

Ditetapkan  : di Surabaya 

Pada Tanggal  : 04 Januari 2023 
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

 

 

 

 

Dr. ISTIWIBOWO, SH., MH.  

NIP. 19571011 198503 1 001 

x 100% 
Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu

 Jumlah Putusan yang dikirim
 

Index Persepsi Kepuasan stakeholder 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

VISI : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung 

MISI : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi; 
2. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat; 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat 

1. Pencari 

keadilan 

merasa 

kebutuhan 

dan 

kepuasannya 

terpenuhi 

Persentase 

perkara 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

100% Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan 

Akuntabel 

a. Persentase 
sisa 
perkara 
yang 
diselesaika
n  

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Pemberian 

Standar 

Pelayanan 

Minimal bagi 

Pencari 

Keadilan 

serta SDM 

Tenaga 

Teknis yang 

Mumpuni 

(Berkualitas) 

1 

 

 

 

 

KGT 

 

 

 

 

173.600.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat 

     b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 90% 90% 90% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 

 

 

Perkara 

 

 

173.600.000 

 

     c. Persentase 
Penurunan 
sisa perkara 

80% 80% 80% 80% 80% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 Perkara 

 

173.600.000 

 

     d. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya 
hukum 
Kasasi 

80% 80% 45% 45% 50% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 Perkara 

 

173.600.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat  

2. Pencari 

keadilan 

merasa 

kebutuhan 

dan 

kepuasannya 

terpenuhi; 

 

Persentase 

Salinan 

Putusan 

yang 

dikirim ke 

Pengadilan 

Pengaju 

tepat 

waktu 

 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase 
Salinan 
Putusan 
yang dikirim 
ke 
Pengadilan 
Pengaju 
tepat waktu 

100% 100% 90% 90% 90% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 

 

 

Perkara 

 

 

173.600.000 

 

  Persentase 

perkara 

yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses 

dalam 1 

hari setelah 

perkara 

putus 

  b. Persentase 
perkara 
yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses 
dalam 1 hari 
setelah 
perkara 
putus 

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 Perkara 

 

173.600.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat  

3. Setiap 

pencari 

keadilan 

dapat 

menjangkau 

badan 

peradilan 

Persentase 

Pembinaan 

ke Daerah 

 Peningk

atan 

Kualitas 

SDM 

Persentase 

Pembinaan 

ke Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 1. Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

2. Program 

Dukungan 

Manajemen 

1. Peningka
tan 
Manaje
men TUN 

2. Pembina
an Adm. 
& 
Pengel. 
Keuanga
n BUA 

 
 

1. Koordinasi 
2. Layanan 

Perkantoran 
 

2 

 

 

Lynn 

 

173.600.000 

13.561.572.000 

4. Setiap 

pencari 

keadilan 

dapat 

menjangkau 

badan 

peradilan 

Persentase 

pengaduan 

yang 

ditindaklan

juti 

 Peningk

atan 

kualitas 

pengaw

asan 

a. Persenta
se 
pengadu
an yang 
ditindakl
anjuti 

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 
Manajemen 
TUN 

Koordinasi 1 

 

Layanan 

 

173.600.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat  

  Persentase 

Pengawasa

n ke daerah 

  b. Persentase 
Pengawasa
n ke daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 1. Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

2. Program 

Dukungan 

Manajeme

n 

1. Peningka
tan 
Manaje
men TUN 

2. Pembina
an Adm. 
& 
Pengel. 
Keuanga
n BUA 

1. Koordinasi 
2. Layanan 

Perkantoran 

2 

 

 

Layanan 

 

173.600.000 

13.561.572.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


